
.- BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 36 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN RUNGSI 
PERANGKAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan Iebih Ianjut 
mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, 
rincian tugas unit serta tata kerja Perangkat Daerah dan 
unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan 
Peratu ran Bupati; 

Mengingat 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F'ungsi 
Perangkat Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 1950) , sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31 , Tarn bah an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara RepubIik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ten tang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DaIam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



Menetapkan 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasilanalaya; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasa11 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. 
7. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan 
administratif yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

8. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah. 
9. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan 
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, 
dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh 
DPRD dalam. melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 

10. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD. 
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11. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
12. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
13. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana 

Teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan 
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
PERANGKAT DAERAH 

Bagian Kesatu 
Sekretariat Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa12 

(1) Sekretariat Daerah adalah sebagai unsur staf yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasa13 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari: 
a. Sekretaris Daerah. 
b. Asisten Pemerintahan, membawahkan: 

1) Bagian Pemerintahan, membawahkan: 
a) Sub Bagian Tata Pemerintahan; 
b) Sub Bagian KeIjasama dan Otonomi Daerah; 
c) Sub Bagian Bina Kewilayahan. 

2) Bagian Organisasi, membawahkan: 
a) Sub Bagian Kelembagaan dan Akuntabilitas KineIja; 
b) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan; 
c) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik. 

3) Bagian Hukum, membawahkan : 
a) Sub Bagian Kajian dan Evaluasi Produk Hukum; 
b) Sub Bagian Perundang-undangan; 
c) Sub Bagian Bantuan Hukum, Informasi dan Dokumentasi. 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan: 
1) Bagian Pembangunan, membawahkan : 

a) Sub Bagian Layanan Pengadaan; 
b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan; 
c) Sub Bagian Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 



2) Bagian Perekonomian, membawahkan : 
a) Sub Bagian Pengendalian Perekonomian; 
b) Sub Bagian Investasi Daerah dan Pengembangan Jasa; 
c) Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah. 

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: 
a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; 
b) Sub Bagian Agama. 

d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan: 
.,1) Bagian Tata Usaha, membawahkan: 

a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 
b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
c) Sub Bagian Keuangan. 

2) Bagian Umum, membawahkan : 
a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; 
b) Sub Bagian Rumah Tangga; 
c) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset. 

3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, membawahkan: 
a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi; 
b) Sub Bagian Keprotokolan. 

e. Staf Ahli Bupati. 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I, 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal4 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan 
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 

Paragraf4 
Fungsi 

PasalS 

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal4, menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan ketja perangkat daerah; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi 

Daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 



Bagian Kedua 
Staf Ahli 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal6 

(1) Staf Ahli Bupati sebagai unsur Pembantu Bupati. 
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(2) Staf AhU Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan 
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

Staf Ahli Bupati, terdiri dari: 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal7 

a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum; 
b. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan; 
c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasa1S 

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu 
strategis kepada Bupati sesuai keahliannya. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal9 

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian 
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan 
tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas 
persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal10 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari : 
a. Sekretaris DPRD. 
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b. Bagian Umum, membawahkan: 
1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Rumah Tangga; 
3) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset. 

c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan: 
1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2) Sub Bagian Keuangan. 

d. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat, membawahkan: 
1) Sub Bagian Risalah dan Persidangan; 
2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan; 
3) Sub Bagian Fasilitasi Alat Kelengkapan DPRD. 

e. Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum, membawahkan: 
1) Sub Bagian Fasilitasi Legislasi; 
2) Sub Bagian Analisa, Pengembangan dan Dokumentasi Hukum. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II, 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasa111 

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 
kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 
serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh 
DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasa112 

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan 
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

Bagian Keempat 
Inspektorat 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa113 

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 
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(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal14 

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari: 
a. Inspektur; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset; 

c. Inspektur Pembantu I; 
d. Inspektur Pembantu II; 
e. Inspektur Pembantu III; 
f. Inspektur Pembantu IV; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran III, dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal15 

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal16 

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kineIja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; 
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan administrasi; 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Bagian Kelima 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa117 

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasa118 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 
membawahkan : 
1) SeksiPendidikan Anak Usia Dini; 
2) SeksiKursus dan Kelembagaan; 
3) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan. 

d. Bidang Sekolah Dasar, membawahkan : 
1) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Dasar; 
2) SeksiKesiswaan Sekolah Dasar; 
3) SeksiSarana Prasarana Sekolah Dasar. 

e. Bidang Sekolah Menengah Pertama, membawahkan : 
1) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama; 
2) SeksiKesiswaan Sekolah Menengah Pertama; 
3) SeksiSarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama. 

f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan : 
1) SeksiPembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; 
2) SeksiPembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah 

Pertama; 
3) SeksiPembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak 

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. 
g. Bidang Kebudayaan, membawahkan : 

1) SeksiSejarah dan eagar Budaya; 
2) Seksi Bina Budaya; 
3) Seksi Bina Seni. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional; 
i. Unit Pelaksana Telmis. 
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(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum 
dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal19 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan 
serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal20 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa119, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan; 
b. pelaksanaan kebijakan pendidikan dan kebudayaan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan kebudayaan; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Keenam 
Dinas Kesehatan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal21 

(1) Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal22 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3) Sub BagianKeuangan dan Aset. 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan: 
1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 
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2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; 
3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. 

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan: 
1) Seksi Surveilans dan Imunisasi; 
2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; 
3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. 

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan: 
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; 
2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; 
3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan. 

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan: 
1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 
2) Seksi Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan; 
3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; 
h. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran V, 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal23 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 
Pemerintahan Bidang Kesehatan serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal24 

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang kesehatan; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan; 
d. pelaksanaan administrasi din as bidang kesehatan; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Ketujuh 
Dinas Peketjaan Umum dan Penataan Ruang 

Paragraf 1 
Ked ud ukan 

Pasal25 

(1) Dinas Peketjaan Umum dan Penataan Ruang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 



(2) Dinas Peketjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal26 
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(1) Susunan Organisasi Dinas Peketjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri 
dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahkan : 
1) Seksi Jalan; 
2) Seksi Jembatan; 
3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan. 

d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan : 
1) Seksi Irigasi; 
2) Seksi Bina Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air; 
3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan lrigasi dan Sumber Daya Air. 

e. Bidang Teknik Konstruksi, membawahkan : 
1) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan; 
2) Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air; 
3) Seksi Perencanaan Teknik Bangunan Gedung. 

f. Bidang Bangunan, membawahkan : 
1) Seksi Bangunan Gedung; 
2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian BangunanGedung. 

g. Bidang Penataan Ruang, membawahkan : 
1) Seksi Perencanaan Tata Ruang; 
2) Seksi Pemanfaatan Ruang; 
3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional; 
i. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang 
tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal27 

Dinas Peketjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu 
Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang peketjaan umum dan 
penataan ruang selain Sub Urusan Drainase, Air Minum, Air Limbah, Penataan 
Lingkungan dan Permukiman serta tugas pembantuan. 



Paragraf4 
Fungsi 

Pasal28 
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Dinas PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal27, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang pekeIjaan umum dan penataan ruang; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang pekeIjaan umum dan penataan ruang; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekeIjaan umum dan penataan 

ruang; 
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekeIjaan umum dan penataan 

ruang; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Kedelapan 
Satuan Polisi Pamong Praja 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal29 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal30 

( 1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Sub Bagian Program Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan: 
1) Seksi Ketertiban Umum dan KeIjasama; 
2) Seksi Operasi dan Pengendalian. 

d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan: 
1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; 
2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan. 

e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, 
membawahkan: 

1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat; 
2) Seksi Perlindungan Masyarakat. 
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f. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan: 
1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; 
2) Seksi Pengendalian Operasi, saran a dan prasarana pemadaman 

kebakaran dan penyelamatan. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional; 
h. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam 
Lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
PeraturanBupati ini. 

Pargaraf3 
Tugas 

Pasal31 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pencegahan, 
pengendalian, dan pemadaman kebakaran. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasa132 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan kebakaran; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masayarakat dan kebakaran di Daerah; 
c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 
d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ; 
e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; 
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban 

umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 
perlindungan masyarakat dan kebakaran; 

g. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum, 
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan kebakaran, 
perlindungan masyarakat dan kebakaran; 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 



Bagian Kesembilan 
Dinas Sosia! 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal33 
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(1) Dinas Sosia! berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 
mela!ui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

PasaI 34 

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pembinaan Sosial, 
membawahkan: 
1) Seksi Penanganan Korban Bencana; 
2) Seksi Pembinaan Sosia!, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 

dan Kelembagaan Masyarakat. 
d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan: 

1) Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas; 
2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika dan Zat Aditif. 
e. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Data, membawahkan : 

1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin; 
2) Seksi Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; 
g. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran VIII, dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasa135 

Dinas Sosia! mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 
Pemerintahan Bidang Sosial dan tugas pembantuan. 



...... 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasa136 
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Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang sosial; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial; 
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sasial; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Kesepuluh 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak 

dan Keluarga Berencana 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal37 

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal38 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa, 
membawahkan : 
1) Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Potensi Desa; 
2) Seksi Bina Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa. 

d. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan : 
1) Seksi Bina Aparatur Pemerintah Desa; 
2) Seksi Bina Aset dan Kekayaan Desa; 
3) Seksi Bina Sarana dan Prasarana Desa. 

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
membawahkan : 
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1) Seksi Bina Kelembagaan Perempuan; 
2) Seksi Bina Pemberdayaan Perempuan; 
3) Seksi Perlindungan Anak. 

f. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, 
membawahkan : 
1) Seksi Bina Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Penggerakan 

dan Pengolahan Data; 
2) Seksi Bina Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Bina Remaja 

dan Hak-Hak Reproduksi; 
3) Seksi Bina Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi 

Masyarakat. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional; 
h. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran IX, 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasa139 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 
Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Bidang Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Tugas Pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasa140 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencanadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian 
penduduk dan Keluarga Berencana; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian 
penduduk dan Keluarga Berencana; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hidang pemberdayaan masyarakat dan 
de sa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang 
pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan 
desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang 
pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana; 
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Kesebelas 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal41 

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal42 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Industri Agro, membawahkan : 
1) Seksi Industri Makanan dan Minuman; 
2) Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan dan Pertanian. 

d. Bidang Industri Non Agro, membawahkan : 
1) Seksi Industri Aneka; 
2) Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil. 

e. Bidang Perdagangan, membawahkan : 
1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri; 
2) Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Promosi; 
3) Seksi Pengembangan Usaha. 

f. Bidang Pasar, membawahkan : 
1) Seksi Pembinaan dan Penataan; 
2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
h. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercantum 
dalam Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 



Paragraf3 
Tugas 

Pasa143 
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Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang 
Perdagangan serta Tugas Pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal44 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal43, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perindustrian dan Perdagangan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perindustrian dan bidang 

Perdagangan; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Keduabelas 
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal45 

(1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasa146 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, membawahkan : 
1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; 
2) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata; 
3) Seksi Ekonomi Kreatif. 
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d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan : 
1) Seksi Promosi; 
2) Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar; 
3) Seksi Ketjasama dan Kemitraan. 

e. Bidang Kepemudaan, membawahkan : 
1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda; 
2) Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemu~a. 

f. Bidang Olahraga, membawahkan : 
1) Seksi Pemberdayaan Olahraga; 
2) Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana Prasarana 

Olahraga. 
g. Kelompok Jabatan Fungsiona1; 

h. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 
tercantum dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasa147 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan 
olahraga serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal48 

Dinas Pariwi sata , Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal47, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan 

olahraga; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan 

olahraga; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisatadan bidang 

kepemudaan dan olahraga; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisatadan bidang kepemudaan 

dan olahraga; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 



Bagian Ketigabelas 
Dinas Pertanian 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa149 
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(1) Dinas Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasa150 

( 1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan : 
1) Seksi Serealia; 
2) Seksi Aneka Kacang dan Umbi; 
3) Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. 

d. Bidang Hortikultura, membawahkan : 
1) Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias; 
2) Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; 
3) Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Hortikulutra. 

e. Bidang Perkebunan, membawahkan : 
1) Seksi Produksi dan Pasca Panen Perkebunan; 
2) Seksi Pengendalian dan Rehabilitasi Perkebunan; 
3) Seksi Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan. 

f. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil, membawahkan : 
1) Seksi Kesehatan Hewan; 
2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; 
3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Petemakan. 

g. Bidang Perbibitan dan Produksi Petemakan, membawahkan : 
1) Seksi Perbibitan Petemakan; 
2) Seksi Ruminansia; 
3) Seksi Non Ruminansia. 

h. Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian membawahkan : 
1) Seksi Penyuluhan; 
2) Seksi Tata Guna Lahan dan Air; 
3) Seksi Alat Mesin dan Sarana Produksi. 
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i. Kelompok Jabatan Fungsional. 
j. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal51 

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 
Pemerintahan bidang pertanian serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal52 

Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang pertanian; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Keempatbelas 
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal53 

(1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal54 

(1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset. 



23 

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan : 
1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 
2) Seksi Distribusi Pangan. 

d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan : 
1) Seksi Konsumsi Pangan; 
2) Seksi Keamanan Pangan. 

e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan : 
1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; 
2) Seksi Produksi Perikanan Budidaya 
3) Seksi Pemberdayaan Perikanan Budidaya. 

f. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan : 
1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; 
2) Seksi Produksi Perikanan Tangkap; 
3) Seksi Pemberdayaan Nelayan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
h. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 
tercantum dalam Lampiran XIII, dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal55 

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan, bidang kelautan 
dan perikanan serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasa156 

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 55, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan 

perikanan; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan 

perikanan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan bidang 

kelautan dan perikanan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan dan bidang 

kelautan dan perikanan; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Bagian Kelimabelas 
Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah dan Tenaga KeIja 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa157 

(1) Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah dan Tenaga KeIja berkedudukan 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah dan Tenaga KeIja dipimpin oleh 
Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal58 

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah dan Tenaga 
KeIja, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1) Sub Bagian Umum danKepegawaian; 
2) Sub Bagian Pereneanaan, Keuangan dan Aset 

e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan 
Menengah, membawahkan : 
1) Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah; 
2) Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 
3) Seksi Data Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah. 

d. Bidang Pembinaan dan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan 
Menengah, membawahkan : 
1) Seksi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; 
2) Seksi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, 

Keeil dan Menengah; 
3) Seksi Kemitraan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, 

Keeil dan Menengah. 
e. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, membawahkan : 

1) Seksi Penempatan dan Perluasan Ketja; 
2) Seksi Hubungan Industrial; 
3) Seksi Transmigrasi. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
g. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan ·Menengah dan 
Tenaga KeIja tereantum dalam Lampiran XIV, dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Paragraf3 
Tugas 

Pasal59 
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Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah dan Tenaga Ketja mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha 
keeil dan menengah, bidang ketenagaketjaan dan bidang transmigrasi serta tugas 
pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal60 

Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah dan Tenaga Ketja dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha keeil dan menengah, bidang 

ketenagaketjaan dan bidang transmigrasi; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha keeil dan menengah, bidang 

ketenagaketjaan dan bidang transmigrasi; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan 

menengah, bidang ketenagaketjaan dan bidang transmigrasi; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan 

menengah, bidang ketenagaketjaan dan bidang transmigrasi; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Keenambelas 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal61 

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal62 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 
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c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan : 
1) Seksi Identitas Penduduk; 
2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk. 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan : 
1) Seksi Kelahiran dan Kematian; 
2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan 

Kewarganegaraan. 
e. Bidang Pengelolaan Infonnasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data, membawahkan : 
1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 
2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; 
g. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
tercantum dalam Lampiran XV, dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasa163 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal64 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Bagian Ketujuhbelas 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa165 

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh 
Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasa166 

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Penanaman Modal dan Energi Dan Sumber Daya Mineral, 
membawahkan : 
1) Seksi Promosi dan Pengembangan; 
2) Seksi Pengendalian; 
3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral. 

d. Bidang Pelayanan Perijinan, membawahkan : 
1) Seksi Pendaftaran dan Veriftkasi; 
2) Seksi Pengolahan dan Penerbitan. 

e. Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan, membawahkan : 
1) Seksi Informasi dan Data; 
2) Seksi Pelaporan dan Dokumentasi. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; 

g. Unit Pelaksana Telmis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perijinan Terpadu tercantum dalam Lampiran XVI, dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal67 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman 
Modal, Bidang Energi Sumber Daya Mineraldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
serta tugas pembantuan. 



Paragraf4 
Fungsi 

Pasa168 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya 

mineraldan pelayanan terpadu satu pintu ; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya 

mineraIdan pelayanan terpadu satu pintu; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal,bidang energi 

sumber daya mineraIdan pelayanan terpadu satu pintu; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modaI,bidang energi 

sumber daya mineraldan pelayanan terpadu satu pintu; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Kedelapanbelas 
Dinas Peru mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal69 

(1) Dinas Peru mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Peru mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala 
Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

PasaI70 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 
terdiri dari : 
a. KepaIa Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Perumahan, membawahkan : 
1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian Perumahan; 
2) Seksi Perumahan Swadaya; 
3) Seksi Peru mahan Khusus dan Prasarana, Sarana Utilitas Umum. 

d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahkan : 
1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kawasan Permukiman; 
2) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; 
3) Seksi Pertanahan. 
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e. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan : 
1) Seksi Perencanaan Teknis Pengendalian Air Minum dan Penyehatan 

Lingkungan; 
2) Seksi Air Minum; 
3) Seksi Penyehatan Lingkungan. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; 
g. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peru mahan Rakyat dan Kawasan 
Pennukiman tercantum dalam Lampiran XVII, dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal 71 

Dinas Peru mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan 
rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan Bidang Peketjaan 
Umum Sub Urusan Drainase, Air Minum, Air Limbah, Penataan Lingkungan dan 
Pennukiman serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal72 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pennukiman dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 

bidang pertanahan danBidang Pekeljaan Umum Sub Urusan Drainase, Air 
Minum, Air Limbah, Penataan Lingkungan dan Permukiman; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang peru mahan rakyat dan kawasan permukiman, 
bidang pertanahandanBidang Pekeljaan Umum Sub Urusan Drainase, Air 
Minum, Air Limbah, Penataan Lingkungan dan Pennukiman; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peru mahan rakyat dan kawasan 
pennukiman, bidang pertanahan, danBidang Pekeljaan Umum Sub Urusan 
Drainase, Air Minum, Air Limbah, Penataan Lingkungan dan Permukiman; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang peru mahan rakyat dan kawasan 
pennukiman, bidang pertanahan dan Bidang Pekeljaan Umum Sub Urusan 
Drainase, Air Minum, Air Limbah, Penataan Lingkungan dan Permukiman; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 



Bagian Kesembilanbelas 
Dinas Lingkungan Hidup 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa173 
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(1) Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal74 

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, membawahkan : 
1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; 
2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; 
3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan. 

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B 3 dan Peningkatan Kapasitas, 
membawahkan : 
1) Seksi Pengelolaan Sampah; 
2) Seksi Limbah B 3; 
3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, 
membawahkan : 
1) Seksi Pencemaran Lingkungan; 
2) Seksi Kerusakan Lingkungan; 
3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
g. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam 
Lampiran XVIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasa175 

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 
Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan. 



Paragraf4 
Fungsi 

Pasal76 
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Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 75, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan 

persampahan; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan 

persampahan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, kebersihan 

dan pengelolaan persampahan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas eli bidang lingkungan hidup, kebersihan dan 

pengelolaan persampahan; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Keduapuluh 

Dinas Perhubungan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal77 

(1) Dinas Perhubungan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasa178 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan : 
1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; 
2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi. 

d. Bidang Angkutan, membawahkan : 
1) Seksi Bina Usaha Angkutan. 
2) Seksi Jaringan Transportasi. 

e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan : 
1) Seksi Sarana Lalu Lintas. 
2) Seksi Teknik Prasarana Angkutan. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; 
g. Unit Pelaksana Teknis. 
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(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum daIam Lampiran 
XIX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasa179 

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 
Pemerintahan Bidang Perhubungan serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal80 

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 79, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang perhubungan; 
b. pelaksanaan kebijakan perhubungan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Keduapuluhsatu 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal81 

(1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal82 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan; 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Kearsipan, membawahkan : 
1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan; 
2) Seksi Pengawasan Kearsipan; 
3) Seksi Pengelolaan Arsip. 



d. Bidang Perpustakaan, membawahkan : 
1) Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; 
2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
f. Unit Pelaksana Teknis. 
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(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tercantum 
dalam Lampiran XX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal83 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan 
serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasa184 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 83, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan danbidang perpustakaan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan bidang 

perpustakaan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Keduapuluhdua 
Dinas Komunikasi dan Informatika 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa185 

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Komunikasi dan Infonnatika dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal86 

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
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b. Sekretariat, membawahkan : 
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Diseminasi Informasi dan Statistik, membawahkan : 
1) Seksi Pusat Layanan Informasi; 
2) Seksi Statistik, Dokumentasi dan Publikasi; 
3) Seksi Kemitraan Media 

d. Bidang Telematika dan Persandian, membawahkan : 
1) Seksi Infrastruktur Telematika; 
2) Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Aplikasi dan Database; 
3) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional; 

f. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum 
dalam Lampiran XXI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal87 

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang 
persandian dan bidang statistik serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal88 

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 87, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian 

dan bidang statistik; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang 

persandian dan bidang statistik; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, 

bidang persandian dan bidang statistik; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, 

bidang persandian dan bidang statistik; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Bagian Keduapuluhtiga 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa189 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur penunjang urusan 
pemerintahan dalam perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan 
pengembangan. 

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal90 

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Ekonomi, membawahkan : 
1) Sub Bidang Pertanian; 
2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha. 

d. Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah, membawahkan: 
1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; 
2) Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah. 

e. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan: 
1) Sub Bidang Sosial Budaya; 
2) Sub Bidang Pemerintahan. 

f. Bidang Pendanaan dan Pelaporan, membawahkan: 
1) Sub Bidang Pendanaan; 
2) Sub Bidang Pelaporan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; 

h. Unit Pelaksana Telmis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
tercantum dalam Lampiran XXII, dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Paragraf3 
Tugas 

Pasal91 
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Tugas membantu Bupati 
dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang 
penelitian dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan Bupati. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasa192 

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 91 
Peraturan Bupati ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan 

penelitian dan pengembangan; 
b. pengkoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan 

daerah; 
c. pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah; 
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan 

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; 
e. pembinaan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian 

dan pengembangan; 
f. penyelenggaraan pengukuran indikator kinetja pencapaian visi dan misi 

daerah serta analisa strategi dan arab kebijakan pemerintah daerah; 
g. penyelenggaraan administrasi dan ketatausabaan; 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Keduapuluhempat 
Badan Kepegawaian Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal93 

(1) Badan Kepegawaian Daerah sebagai unsur penunjangurusan pemerintahan 
dalam pengelolaan kepegawaian dan pendidikan dan latihan. 

(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasa194 

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, membawahkan : 
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1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Data, Perencanaan dan Pengendalian Pegawai, membawahkan : 
1) Sub Bidang Data Pegawai; 
2) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pegawai. 

d. Bidang Pembinaan Pegawai, membawahkan: 
1) Sub Bidang Pembinaan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai; 
2) Sub Bidang Penilaian Kinetja Pegawai. 

e. Bidang Pendidikan dan Latihan Peningkatan Kapasitas Pegawai, 
membawahkan : 
1) Sub Bidang Penjenjangan, Pra Jabatan dan Pendidikan Formal; 
2) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis; 
3) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Fungsional. 

f. Bidang Kompetensi dan Administrasi Pegawai, membawahkan : 
1) Sub Bidang Kualifikasi Kompetensi Pegawai; 
2) Sub Bidang Administrasi Kepangkatan Pegawai Non Fungsional dan 

Pensiun Pegawai; 
3) Sub Bidang Administrasi Kepangkatan Pegawai Fungsional. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; 
h. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah tercantum dalam 
Lampiran XXIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal95 

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai Tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan 
dan tugas lain yang diberikan Bupati. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal96 

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 
Peraturan Bupati ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian 

daerah, pendidikan dan latihan; 
b. pelaksanaan tugas pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan dan 

pengendalian pegawai, manajemen kinetja pegawai, peningkatan kapasitas 
dan kompetensi pegawai; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, 
pendidikan dan latihan; 



d. pembinaan teknis bidang kepegawaian; 
e. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Keduapuluhlima 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal97 
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(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur 
penunjangurusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan dan aset 
daerah. 

(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal98 

(3) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri 
dari : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Anggaran, membawahkan: 
1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan; 
2) Sub Bidang Penyusunan Angggaran Belanja Langsung; 
3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung. 

d. Bidang Kas dan Perbendaharaan, membawahkan : 
1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; 
2) Sub Bidang Belanja Langsung; 
3) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah. 

e. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi, membawahkan : 
1) Sub Bidang Penatausahaan; 
2) Sub Bidang Pelaporan, Analisis Data Keuangan dan Sistem 

Akuntansi. 
f. Bidang Aset Daerah, membawahkan : 

I} Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan; 
2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; 
3) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; 
h. Unit Pelaksana Teknis. 
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(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
tercantum dalam Lampiran XXIV, dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal99 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Tugas membantu 
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan dan 
aset daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal100 

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 
Peraturan Bupati ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai 
fungsi: 
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset 

daerah; 
b. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan aset meliputi 

anggaran, kas dan perbendaharaan, penatausahaan dan akuntansi dan aset 
daerah; 

c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Keduapuluhenam 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal101 

(1) Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan 
pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. 

(2) Badan Pengelola Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal102 

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terdiri dari: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset. 
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c. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah, 
membawahkan : 
1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah; 
2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah. 

d. Bidang Pajak Daerah, membawahkan : 
1) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan; 
2) Sub Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan; 
3) Sub Bidang Pembinaan dan Penyuluhan. 

e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan, membawahkan : 
1) Sub Bidang Pelayanan dan Pengolahan Data; 
2) Sub Bidang Penagihan, Pembinaan dan Pengendalian; 
3) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; 
g. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah tercantum 
dalam Lampiran XXV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini . 

Paragraf3 
Tugas 

Pasa1103 

Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan 
Bupati. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasa1104 

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 
Peraturan Bupati ini, Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan asli daerah; 
b. pengoordinasian dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah; 
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pendapatan 

asli daerah. 
d. pembinaan teknis dalam pengelolaan pendapatan asH daerah; 
e. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 



Bagian Keduapuluhtujuh 
Kecamatan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa110S 
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(1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis 
kewilayahan yang mempunyai wilayah ketja tertentu dan dipimpin oleh 
Camat. 

(2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi Kecamatan 

Pasal106 

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari : 
a. Camat; 
b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; 

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; 
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ekonomi; 
e. Seksi Kesejahteraan Sosial; 
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran XXVI, 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 

Paragraf3 
Tugas 

Pasall07 

Kecamatan mempunyai Tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah Kecamatan serta tugas 
lain yang diberikan oleh Bupati. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal108 

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 
Peraturan Bupati ini, Kecamatan mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 
c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
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e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati; 

f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 
g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan 

perangkat daerah di tingkat kecamatan; 
h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; 
i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang 

tidak dilaksanakan oleh unit keIja pemerintahan daerah yang ada di 
kecamatan; 

j. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah keIjanya; 
k. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan Kecamatan; 
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

BAB III 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasall09 

(1) Pada masing-masing perangkat daerah dapat ditempatkan Jabatan 
Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan / atau keterampilan tertentu 
serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas 
sesuai kewenangannya. 

(2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
perangkat daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. 

(3) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan 
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana 
tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
beban keIja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati. 

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada ayat (1), 
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(6) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasalll0 

Rincian tugas dan fungsi unit keIja pada perangkat daerah diatur tersendiri 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasalill 

(1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

(2) UPI' dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. 
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(3) Pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit 
Pelaksana Teknis pada setiap kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Bupati. 

Pasa! 112 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikma!aya 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal, 4 Nopember 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

H. Am:rCr 

Ditetapkan di Singaparna 

BE RITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYATAHUN 2016 NOMOR 36 
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SUWIEROAYAArFI OAYA AIR BANGUNAN GEDUNG RUANG 

SEKSI SEKSI SEICIII SEKSI 
PENGENDALIAN DAN 

L PENGtmlALiAN 
'-

PeWENCANAAN PENGENDAlIAN 
PENGAWASAN JAlAN DAN PENGAWAW-.! TEKJrfIK BAN GUNAN "- DAN PENGAWASAN 

DAN JEMBATAN IRIGASI DAN SOA GWUNG TATA RUANG 

I UPT SUPA' ~ TASI~A' 

UU RUZHANUL ULUM 

6 



LAMPlRAN VII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : }6 TA1illl 2016 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGAN1SASt 
SATUAN POLiSt PAMONG PRAJA 

KABUPATEN TAStKMALAYA 

KEPALA 

1 

SEKRETARIAT 

SUB RAGlAN SUBBAGIAN SUB BAGIAN 
PERENCANAAN. UMUMDAN KEUANGAN DAN EVALUA$IOAN 

PELAPORAN KEPEGAWAIAN ASET 

I I I 
KELOMPOK BIDANG 

JABATAN BIDANG BIDANG SUMBERDAYA BIDANG 
FUNGSIONAL KETERTIBAN UMUM PENEGAKAN APARATUR DAN KEBAKARAN DAN 

DAN KETENTRAMAN PERATURAN DAERAH PERlINDUNGAN PENYELAMATAN 
MASYAAAKAT MASYARAKAT 

SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI PENGEMBANGAN 

PENCEG.AHAN DAN 
r- KETERTIBAN UMUM .... PENYELlDIKAN DAN r KAPASITAS PERSONll r PENYULUHAN 

DAN KERJASAMA PENYIDIKAN DAN PEMBINAAN KEBAKARAN MA$YARAKAT 

'- L- ~ 

SEK81 
SEKSI SEKSI SEKSI PEMBINMN, PENGENDAUAN ~~ OPERASI DAN PERLIN DUNGAN 

'- '- PENGAW~N CAN ~ 

MASYARAKAT 
I...- SARANA DAN PRAS 

PENGENDALIAN PENGADlJAN PEMADAMAN K~~ 
DAN PENYELAMATA 

I UPT I B~PA~ 
\ 

--------

LAYA, 

UU RUZHANUL ULUM 

7 



LAMPlRAN VIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 36 'l:lI'HIlN 2D16 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIO NAL 

STRUKTUR ORGANISASt 
otNAS SOSIAL 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVAl UASI DAN 

PE LAPORAN 

I I 
BIDANG 

PENANGANAN KORBAN BIDANG 
SENCANA DAN PEMBlNAAN REHAIBILITASI SOSIAL 

S O$lAl 

SEKS! 5£'" 
r 

REHABIUTASI ANAK, - P£lWjGAN,\N 
LAl'WT USlA DAN 

KORBAN BENCANA DSAIIILIT AS 
'- '-

SEKSI 

""" AEf-t.'BJUTASI n.H\ 
PEMBINAAN ao5lAl SOSIAU<OR8AN 

PSKS DAN ......,.......,ORANG 
KELEMBAGAAN DiI'N KORBAN 
MASYARAKAT p!NY ALAt-KiUNAAN 

"'PZA 

I UPT 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN SUB BAGIAN 
UMUM DAN KEUANGAN DAN 

KEPEGAWAIAN ASET 

BIDANG 
PENANGANAN FAKIR 

MISKIN DAN DATA 

SEKSI 

r PaEEROAYAAN FAKIR 

M1SKIN 

SEKSI 
'- PENGOLAHAN DATA 

PMKS 

BU~ 
UU RUZHANUL 

8 

M 



LAMPlRAN IX 
NOMOR 
TENTANG 

: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
: 36 TAHUN 2016 
: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,PERLINDUNGAN ANAK 

DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA I 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN SUB BAGIAN 
PERENCANMN, UMUMDAN EVALUASI DAN 

PElAPORAN KEPEGAWAIAN 

I I I 
KELOMPOK 
JABATAN BIDANG BIDANG. 

FUNGSIONAL PEMBEROAYAAN DAN BIQANG PEMBERDAYAAN 
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN DAN 

MA,SYARAKAT DESA PE RLINOUNGAN ANAK 

5 ... ' SEKSI BlNA PEMBERDAYA#\N SEKSI 

.""""'" ,- BJNA APARATUR BlNA 
tMSYAfW(AT DAN PEMERINTAH OESA r KELEMBAGMN 

POTENSI OESA PEREMPUAN 
-

5 EKSI SEKSI SEKSI 

SUB 8AGIAN 
KEUANGAN DAN 

ASET 

I 
BIOANG. 

PENGENDALIAN 
KEPENOUDUKAN DAN 

KEWARGA BERENCANA 

SEKSI 
BlNA ADVOKASI Kif. 
PENGGERAKAN DAN 
PENGOLAHAN OATA 

SEKSI 
BINA JAMINAN E\lNA PEMBEROAYM!N BII'iII '- f- BI NA ASET DAN - '- PELAYANAN KB, BINA LEMMGA PEMBERDAYMN 

MASYARAK,AT QESA KEKAYAAN DESA 
PEREMPUAN 

REMAJA DAN HAK·HAK 
REPROOUKSI 

SEKSI 
8EKSI SEKSI BtNA PEMBANGUNAN 

~ IllNA SARAIIA DNI '- PERLINDUNGAN KELUARGA DAN 
PRA!ARANA DESA ANAK PEMBlNAAN INSTITUSI 

MASYARAKAT 

I UPT 

9 

I 

ULUM 



LAMPIRAN X 
NOMOR 
TENTANG 

: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

: 36 TA lIm 2016 
: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

-

I 

BIDANG 
INDUSTRI AGRO 

SEKSI 
INOUSTRI MAKAHAN 

DAN MINUMAN 

SEKSI 
INOUSTRI HASIL 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA 

SUB BAGlAN 
PERENCANAAN, 
EVAlUASIOAN 
PELAPORAN 

I I 

BIDANG BIDANG 
INDUSTRI NON AGRO PERDAGANGAN 

8EJ(S1 

r SEKSI PERtw:;ANGAN 

INOUSTRI AJiEKA Ml..AM NEGERI 

'--

aEKSI 
SEKSI 

'- PEROACiNfGAN WAR 
- HUTAN, PERKEBUNAN '- INDUaTRf TEKSTIl NEGEAtDMPROMOSI 

DAN PROOUK T'EtWTll DAN PERTAN1AN 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

USAHA 

I UPT I 

10 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
UMUM DAN KEUANGAN DAN 

KEPEGAWAIAN ASET 

I 

BIDANG 
PASAR 

SEKSI 
FEMBINAAN DAN 

PENATAAN 

SEKSI 
PEMELIHARAAN 

- SARANA DAN 
PRASARANA 



LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 36 TAHU~ 2016 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

I 
KELOMPOK 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

I 

BIDANG 
KEPARrVVlSATAAN DAN 

EKONOMI KREA TlF 

'--

SEKSI 
I'ENGEMBANGAN 

OAYATARIK 
IMSATA 

SEKSI 
PENGEM6ANGAN 

USAHA 
PARIWISATA 

SEKSI 
EKONOMJ KREATIF 

I UPT 

KEPALA 

BIDANG 

PEMASARAN PARIIMSATA 

SEKSI 
PROMOSI 

SEKSI 
PENGEIlBANGAN 

DAN ANALJSA 
PASAR 

8100II 
L I<ERJASAIIA Dl\N 

K~TRAAN 

I 

SUB BAGIAN 
PERENCANMN, 
EVAlUASI DAN 
PElAPORAN 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

BIDANG 
KEPEMUDMN 

SEKSI 
PEMBERDAYMN 
KELEMBAGAAN 

PEMUIJA 

SEK8I K!PELOPORAN, 
__ DAN --PEMUOA 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

ASET 

I 

BIDANG 
OLAHRAGA 

SEKSI 
_ PEMBERDAYAAN 

OLAHRAGA 

SEKSI 
PENGEMBANQAN 

ORGANSASI, KEJUARAAN 
DAN $II.RANII. PRASARANA 

OlA>«AGA 

-
BU~A.TI SI~LAYA, 

UU~ u. LUI.; M 

11 



LAMPIRAN XII: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 3fl TAFI1N 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

I I I 
KELOMPOK 

JABATAN 
FUNGSIONAL BIDANG BIDANG 

T ANAMAN PANGAN HORTIKULTURA 

sEJ<Sj 
SEKSI 

I!IUAH - SUAHAN SEREALIA 
~TANAWM HJAS 

SEKSI 
SEKSI 

'-- ANEKA KACANG - I'RO!lUKSI 
SAYIJIIAN .,.. 

DAN UMBI 
TAJtMWf~T 

SEKSI SEJ(SI 
PASCA PANEN DAN PASCA PANEN DAH 
PEMASARAN HASll 

L 
PEMASARAN HAIUL 

TANAMAN PANGAN HORTlKUl,TURA 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERTANIAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAJII SUB BAGLAN 

I 
SUB BAGIAN I PERENCANAAN. 

UMUM o.-.N KEUANGAN DAN 
EVALUASI DAN 

KEPEGAWAIAN ASET 
PElAPORAN 

I I I 
"DANG BIDANG BIOANG 

BIDANG KESEH4TAN HEWAN, PERBIBITAN DAN PENYULUHAN DAN 

PERKEBUNAN 
KESEHATAN MASYARAKAT 

PRODUKSI SARANA PRASARANA VETERINER, PENGa...AHAN 
DAN PEMA.SAfWII HASll PETER NAKAN PERTANtAN 

SEKSI SEKSI SEKSI 
PROOUKBl DA~ KESEHATNf f3ERBIBITAN 

SEKSI 
PASCAPANEN H ....... PETERNAKAN PENYUlUHAN 
PERKEBUNAN 

SEKS! SEl<S1 SEKSI 
'- PENGENDALtAN -I- KESEHATAN '- SEKSI '--- TATAGUNA DAN REHABllITASI MASYARAAAT RUMINANStA 

PERKEBUNAN VE1"ERINER lAHAN DAN AIR 

..... 
"""'" SEK$I 

INTENSIfJ(ASI ~ 
PENGOlAIW/ "'" SEKSI ALAT MESIN DAN 

OIVERSIFIKASi P9M8ARAN HASIL NON RUM INANSIA SARANA PRODUKSI TANAMAN 
PERt<EBUNAN 

"",""",<AN 

I UPT I BUF1 AT! SIKM 

UU RUZHANUL 

12 

L AYA, 

UM 



LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 36 TAlIUN 2016 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

I 
KELOMPOK 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

STRUKTUR ORGANtSASt 
DI NAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPAlA 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN. 
EVALUASI DAN 

PElAPORAN 

I I 
BIDANG BIOANG 

KETERSEOIAAH DAN KONSUMSI DAN BIDANG 

OISTRIBU~ PANGAN KEAMANAN PANGAN PERI KANAN BUDIOAVA 

SEJ<SI 
SEKSI 

SEKSt SAAANA DAN - KETERSE[V.ANa.N r K~MSI PANGAN PRASARA,.. 
KERAWANAN PANQAH PERlKANAN BI.IJDI'YA 

&aaII 
SEKSI seKSI '- - PROO\.UI PERlKANAN - DlSTRIBUSI PANGAN L.... MfAMANAN PANGAN _VA 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 

PERIKANAN BUDIDAYA 

I UPT I 

13 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
UMUMOAN KEUANGAN DAN 

KEPEGAWAIAN ASET 

I 

8iDANG 
PERI KANAN TANGKAP 

SEKSI 

r- SARANA DAN 
PRASARANA 

PERI KANAN TANGKAP 

SEKSI 
'--- f- PRODUK$I PERI)(ANAN 

TANGKAP 

SEKSI 
'- PEMBEROAYAAN BU 

NELAYAN 

UU' 



LAMPlRAN XV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 36 TAHU{ 2016 

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

-

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA 

I 

I SEKRETARIAT I 
I 

SUBBAGIAN SUB BAGIAN 
UMUM DAN PERENCANAAN,DAN 

KEPEGAWAIAN KEUANGAN 

1 I 
BIDANG 

BIDANG PENGELOLAAN 
PELAYANAN BIDANG PELAYANAN INFORMASI ADMINISTRASI 

PENDAFTARAN PENCATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN DAN 
PEN DUD UK PEMANFAATAN DATA 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI SEKSIPENGELOLAAN - IDENTITAS - KELAHIRAN DAN r- If'.FORMASI AOMINISTRASI 

PENDUDUK KEMATIAN KEPENOUOUKAN 

- -
SEKSI SEKsr 

PINDAH DATANG 
PERKA\NI NAN, SEKSI 

'- PERCERAIAN, PERUBAHAN ~ KERJASAMA DAN INOVASI - DAN PENDATAAN STATUS ANAK DAN PELAYANAN 
PENDUDUK KEWARGANEGARAAN 

I UPT I 

15 



LAMPIRAN XVI: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 36 TAHlN 2016 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA 

r SEKRETAR'AT-I 

I 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
UMUM DAN PERENCANAAN, 

KEPEGAWAIAN K,EUANGAN DAN ASET 

I I I 
KELOMPOK 
JABATAN BIDANG 

BIDANG 
BlOANG 

FUNGSIONAL P~NANAMAN MODAL DAN PENGELOlAAN DATA 
ENERGi DAN SUMBER PELAYANAN PERIZINAN 

DAN PELAi>ORAN 
CAYA MINERAL 

SEKSI SEKSI SEKSI 
.- PROMOSIDAN r PENDAFT!\RAN DAN r INFORMASI DAN 

PENGEMBANGAN VERIAKASt DATA 

l-

SEKSI 
SEKSI SEKSI 

'--I- PENGOLAHIIN DAN PELAPORAN DAN 
PEN~ 

PENERB/TNI DOKUMENTASI 

SEKSI 

'--- ENERGIOAN 
SUMBER OAYA 

MINERAL 

I UPT 

16 



LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR :36 TAlill~ 2016 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN rUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA 

I SEKRETARIAT I 

SU88AGIAN SUB BAGIAN 
UMUMDAN PERENCANAAN. 

KEPEGAWAJAN KEUANGAN DAN ASET 

I 
KELOMPOK BIDANG 

81DANG 

JABATAN BIDAN<> KAWASAN PERMUKIMAN 
AIR MINUM DAN 

PERUMAHAN PENYEHATAN 
FUNGSIONAL DAN PERTANAHAN UNGKUNGAN 

SEKSI SEKSI 
PE:RENCAMMN SEKSI PEREHCANAAN TEKNIS 

r- T£t(NIS DAM - PER~TB<NIS r- PEMGENDALlAN AIR 
DMI PENGENCW..lAN I.IINlJif D/IN PENYEHATAN PeHGENDAlIAH KAWASAN PERMUKIMAN LlNGKUNGAN 

PEWUMAHAN 

11£1<81 
SEKSI 

'- - P@NGE"'BANGAN l-e- SEKSI - f-- -- !<AWASAN AIR MINUM 
_VA PERMUK*AN 

SEK~ SEKSI 
PERUMAt-lA/IoI KHUSUS rwr. I- SEKIII PENYEHATAN ~ 

PRASARANA. SARANA PEtlTANAHAN LINGKUNGAN 
UTIliTAS UMUM 

I UPT 

17 



LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 36 TAllli{ 2016 
TENTANO : KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISASI, TUGAS DAN FUNOSI PERANOKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS L1NGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA 

I SEKRETARIAT I 
SUB BAGIAN SUB BAGtAN 
UMUM OAN PERENCANAAN, 

KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN ASEl 

I I I I 
KELOMPOK BIOANG BIDANG BII>ANG 
JABATAN PENATMN twt PENAATAN PENGELOLMN SAMPAH. PENGENDALIAN 

FUNGSIONAL PERLIfiDUNGAN DAN LlMBAH B 3 DAN PENCE_DAN 
~NOEtOLMH l lHGKUNQAN KERUSAKANlntGKUNGAN 

HIOOP PENINGKATAN KAPASITAS HlDUP 

SB<aI S!KSI 8EKSI 
r 

PERENCAHAAN DAN 
:- PENOELOlAAH PeNCEIIARAN t(AMN OAM PAi( 8AA1PAM UNGKlJN GAN LlNG'(UNGAN 

_ I 
~OA" SEKSI 

SEKSI 

- J- p~ - - LlM8o\H B3 ~ KERUSAKAN 
SENGII£TI\ LlNGKUNGAN 

t " GKUNOMI 

SEKSI MKSI SEKSI 
PENEGAKAN HUKUM L.... Il'E.N IN~'fAA L PEMELIHARAAN 

LlNGKUNGAN KARMnTAS LH LlNG KUNGAN HIDUP 

UPT] 

18 

UU RUZHANUL ULUM 



LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 36 TAIlli, 2016 

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

I 
KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERHUBUNGAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA DINAS 

I SEKRETARIAT 

I I 
SUB BAGIAN SUB SAGIAN 
UMUM DAN PERENCANAAN, 

KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN ASET 

I I l 

BIDANG 
BlDANG BlDANG SARANA DAN 

LALU lINTAS ANGKUTAN 
PRASARANA 

SEJ(SI 
SEJ(SI SEKSI 

r- MANAJEMEN r- BINAUSAHA r- SARANAlALU 
REKAYASA LALU 

ANGKUTAN LlNTAS 
UNTAS 

t-

SEl<S1 BEK8I SEKSI 
PEMilINAAlII, TEKNIK 

'- PENGAWASIW DAN ~ .... RINGAN L PRASARANA 
OPERASI TRANSI'QIn'ASI ANGKUTAN 

I UPT 

19 



LAMPIRAN xx 
NOMOR 
TENTANG 

: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
: 36 TAHU~ 2016 
: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA 

I SEKRETARIAT l 
I 

SUB BAGIAN SUB BAGtAN 
UMUMDAN PERENCANAAN. 

KEPEGAWAJAN KEUANGAN DAN ASET 

t l 
KELOMPOK 
JABATAN BIDANG BII)ANG 

FUNGSIONAL KEAR$IPAN PERPUSTAKMN 

SEKSl WCSI 

r 
PEMBINAAIiI OAN AKUIlIII""" 

PENGEMBANGAN 
PENGO!NIAN 

KEARSIPAN 
8AHAN 

FERPUSTI\AAAJII 

SEKBI SEKSI 
'- - PENGAWASI\N PEMBINAAN OM 

KEAR&lPAN POtGEMBMGM 
PERP\.B1'M,MIIi 

SE1<81 
'--- P9IIiElOlAAN 

ARSII> 

I UPT I 

20 

B ~LAYA, 

M 



LAMPlRAN XXI 
NOMOR 
TENTANG 

: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
: 36 T/iliW 2016 
: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

I 
KElOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA 

I SEKRETARIAT I 
I 

SUB BAGlAN SUB BAGIAN 
UMUMOAN PERENCANAAN. 

KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN ASET 

I 

BIDANG BIDANG 
OISEMINASI INFORMASI TELEMATIKA DAN 

DAN STATISTIK PERSANDIAN 

SEKS. SEKSI 
PUSAT LAY-'NAN r INFRASmUKTUR 

INFORMAS. TELEMATIKA 

SEIlS' SEKSI 

'--I-
STATISTIK. '-I- LPSE. APUKASI MN 

OOIWMENTASI DAN 
PUilLiKASI 

DATAM8E 

SEKSj 

~I 
PERSAIIIr)IAN DAN 

'- KEMITRAAN lIIilllA 
'-- KEAMANAN 

INFORMASI 

I UPT 

21 



LAMPIRAN XXII 
NOMOR 
TENTANG 

: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
: 36 TA1ru~ 2016 
: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA 

I 

SEKRETARIAT 

S.':'~BAGIAN SUB BAGIAN 
PERENCANAAN. UMUM DAN EVALUASI DAN 

KEPEGAWAIAN PElAPORAN 

I I I 
KELOMPOK 
JABATAN BIDANG BIDANG 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

ASET 

I 
BIDANG 

FUNGSIONAL BIDANG TATA RUANG DAN SOSIAl DAN PENDANAAN DAN 
EKONOMI INFRATSRUKTURWLAYAH PEMERINTAHAN PELAPORAN 

SUB BIDANG 
SUBBIDANG 

SUB8IDAIro SUB BIOANG 
r PERTANIAN 

,.. TATA RUANGDAN 
SOSIAL BUDAYA r PENDANAAN LIHGKUNGAN HIDUP 

- -
SUB BIDANG SUB BICliIIHG SUB BIDANG '- PENGEMBANGAN INF!WiTRUK'IUR - PEMERINTAHAN '- SUB BIDANG 

DUN1AUSAHA OANWLAYAH 
PELAPORAN 

I UPT I 

22 

B ALAYA, 

ULUM 



LAMPlRAN XXIII: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 36 TAm .N 2016 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

I I 
KELOMPOK 
JABATAN BIDANG 

FUNGSIONAL DATA, PERENCANAAN 
DAN PENGENDAUAN 

PEGAIiVAI 

SUB BlDANG 
DATA PEG'lWAI 

L 

SUB BIDANG 
PERENCANAAN DAN 

PENGENDAUAN 
PEGAWAI 

STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

I I 
BIDANG 

BIDANG 
PENDIDlKAN DAN 

LATlHAN 
PEMBINAAN PEGAWAI PENINGKATAN 

KAPASITAS PEGAWAJ 

J 
SUI!I BIOANQ SUB8IOAfG 

r- PEMBrNAAH.DlstPUN PE NJCHJANGAN. PIllA 
DAN KE!eJAHTERAAN ~TAN DAN 

PEGAfItIl PENCIDIKAN FO~ 

SUBBIOANG SUB BlOiI\NG 
PENM..AAAN KJNERJA - PEND_ONI 

PEGl\WAJ LA_1E<NIS 

SUS8fDANG 
I'9IOIDlKAN DAN - LATIHAN 

FUNGSIONAL 

I UPT 

23 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
UMUM DAN KEUANGAN DAN 

KEPEGAWA/AN ASET 

I 
BIDANG 

KOMPETENSI DAN 
ADMINISTRASI 

PEGAWAI 

SUB BIDANG 

r- KUALlFIKASI 
KOMPETENSI 

PEGAWAI 

SU8B1DANG 
AOM!NISTRASI - KEPANGKATAN PEGAW.-J 

NON FUNGSIONAL DAN 
PENSIUN PEGAWAt 

SUB BIOANG f' 
ADMINISTRASI 

KEPANGKATAN ~ UPAI PEGAWAI 
FUNGSIONAL 

UUR 



LAMPlRAN xxrv: PERATURAN BUPATl TASlKMALAYA 
NOMOR : 36 TAHU~ 2016 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASl, TUGAS DAN FUNGSl PERANGKAT DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

-

STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA 

I 
SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
PEREN CANAAN, 

UMUM DAN EVAlUASIDAN 
PELAPORAN KEPEGAWAIAN 

I 
BIDANG BIDANG BIDANG 

KAS DAN PENAT AUSAHMN DAN 
ANGGARAN 

PERBENDAHARAAN AKUNTANSI 

SU!lB10A11G 
PE NYVSUfi6AN SUBSIDANG 

8U8S1OANe; r- ANGGARAN , BELANJA TIDAK C- o 
PENDAPATAN DAN lANGSUNG PENATAUSAHAAN 

PEMBIAYAAM 

SUB BIDAMG SUBBIOANG SUB BJlWrCG 
I- PENYUSUNAII l-f- eELANJA PELAPORMI, AHALiSlS - I-ANGGARAN BElA~ 

lANGSUNG DATA K.Et.IAHOM DAN 
LANGSUNG SISTEM AlUJtrtTANSI 

SUB BIDANG SUB BIOMG 
PENYUSUNAN PENGELOlAAN KA8 '--- ANGGARAN BElANJA '--- '---

TIOAK LANGSUNG DA~ 

I UPT I 
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SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

ASET 

I 
BIDANG 

A SET DAERAH 

SUB BIDANG 
PERENCANAAN 
DAN ANALISA 
KEBUTUHAN 

SUB BIDANG 
PEMANFAATAN DAN 

PENGAMANAN 

SUB BIDANG \ PENATAUSAHAAN 
ASET DAERAH 



LAMPIRAN XXV: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 36 TAHUN 201 6 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

I 
KELOMPOK 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

r KEPALA 

I SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN SUB 8AGIAN 
UMUM DAN PERENCANAAN, 

KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN ASET 

I I 
BIDANG 

BIOANG PAJAK BUMI DAN 
PERENCANAAN. EVAlUASI BIDANG BANGUNAN DAN BEA 

DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH PER OLE HAN HAK AlAS 
PENDAPATAN DAERAH TANAH DAN BANGUNAN 

SUB BIOANG SUB BIOANG SUB BIDANG 
PERENCANAAN DAN ,- PENDAFTARAN, PELAYANANDAN 

PeNGENOAUAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN DATA PENOAPATAN DAERAH PENETAPAN 

'-

SUB alDANG SUB BIDANG 
SUB BIDANQ 

PENAG1HAN, '--r- PENAGIHAN, 
EVALUASI DAN ~ t-- PEMBUKUAN DAN PEMBlNAAN DAN PElAPORANPENDAPATAN 

OAfRAH PELAPORAN PENGENDALIAN 

SUB 81DANG SUB BIDANG 
'- PEMBINAAN DAN INTENSIFIKASI, DAN 

PENYULUHAN EKSTENSIFIKASI 

I UPT J 

2S 



LAMPIRAN XXVI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 36 TAHUi~ 2016 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
KECAMATAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

CAMAT 

SEKRETARIAT 

I 
I I 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN 

UMUM DAN PERENCANAAN, 

KEPEGAWAIAN 
KEUANGAN DAN 

ASET 

I I 
KELOMPOK SEKSI 

JABATAN SEKSI 
PEMBERDAYAAN 

SEKSI SEKSI 
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN KETENTRAMAN DAN 

FUNGSIONAL PELAYANAN UMUM MASYARAKAT DESA 
SOSIAL KETERTIBAN UMUM 

DANEKONOMI 

26 


